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BUPATI PEMALANG 

PERATUR.A.N GUPATI PEMA LANG 
NOMOI~ ·:.7 TAHUN 2007 

T f:f\l fAN G 

REf\J C.,l\N/\ .L\KSI DAERAH P~-:MBERANTASAf\l KORUPSI (RAO-PK) 
KAeUPATEN PE~,1r.,u\NG TAHUN 2C07 20 '! 1 

Menimbang 

Mengingat 

a. 

BUPf,TI PEMA LANG. 

bahv-1a guna m-=:wujudk2.n kehidupan berbangsa dan 
berne9a ra clala·-1 penyelenggara8n pcmc r1rtaran sesuai 
dengan tL,n'.u la r1 refom1asi perlu adanya 1r,::nsp;3ransi dan 
akuntabilitas. sob1gairnana d iarnanalkan dalarn lnstrul<s i 
Pres1den Norno1 5 Tahun 2004 tentang Percepata1~ 
Pemjerantasa n Korupsi, dlpandang perlu ui-itu:-: rnenyusur' 
Rcnccina Aksi l),1:::rah Per1berantasar, K::w1psi (R.A.D-PI<) 
Kabupaten Pe1r ftl ,,:,ng 1 c1hun 2007 - 20 11; 

b. ba hvvci be rdasa ·· <.ar. pertimba ngan sebaga inrnna oirnaksud 
1,.iruf °' pe; :u · enetapxan Peratu rar. Bupn l1 k,mang 
Rencana Aksi Dr18rah Pen1bera11tasan KortJr,s1 1RAD-PK) 
Kabupc1len Pernzi l"' ng Tahun 2007 2011. 

1 

2 

3. 

4 

Undang-U'luang Nomor 13 Tahu·, ·1050 lentang 
Pembe1tu'.,;an Dc:1ernh -daercih Kabupa:en d i Lingkungan 
P ropins1 Jawa T engah ; 
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1989 tentang 
Penyelenggar28n Negara ya ng Bers1n dan Bebas dari 
Korups1, Kok.is, d 21n Nepotis1ne ( Lembaran Negara 
Republli< lndonefin Tahun 1998 Nomor 75. Tambahan 
Lembai:m Negmn Republik Indonesia Nomor 3851 ) ; 
Undang-Undans homor 17 Tahun 2003 tentang Keuanga:1 
Nega• r.1 (Lerrbc1 1,:.1 ·1 f\ egara Republi l< lndo1esia Tahun 2003 
Nomor 4 7, Ta •11ballan Lemb2ran Negar;;1 R0p Jb lik Indones ia 
Nomor 42B6) : 
Unco•19-Undan,,;: Nomor 10 TahL.!n 20.04 tentang 
Pemben t.ikan h :1aluran Perundang u11df.H1~an (Lembaran 
f\Je_gara RepL'b .,_ Indonesia Tc1hun 2004 f\Jomor 53, 
Tambnh.rn Lon-ii c11 an Negara Repub lik ndo.nesia Nornor 
4389), 

5 , U;1dan9-L!ndang Nomor 32 Tah.m 2004 tentar:g 
Pemerintc:l1an D .~era h (L ernba:an Negara r-{epublik 
Indonesia Ta •1u1 .? 004 Norr.or 125. Tamtnih.::1•1 Lembaran 
Negara Repubhk Indonesia Nomor 4437) seQagaimana 
teiah d.ubah deng,:ir1 Undang-undan,;i Nomor 8 TflhLrn 2005 
tenta11g Penelri pun Peraturan Pe111 enntah Penggant, 
Undang-U·1dang rJomor 3 Tahun 2C05 :en:c.1'lg Pewbahan 
f--ias Undang-Un~:sng Nornor 32 T::ih ~111 ~004 tentang 
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Menetarkan 

Pcmerintahan Oae, ah Menjad, Undang Undang t Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 103. 
T ambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4548): 

6 Peraturan Pemer ntah Nomor 32 Tahun 1950 tentang 
Penetapan Mulai BerlaKunya Undang-Undang Nomor 13 
Tahun 1950: 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 T ahun 1988 ten tang 
Koordinasi Kegic1tan lnstansi Vertikal di Daerah (Lembaran 
Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3373) , 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 
Pelaporan Keuangan dan Kinerja lnstansi Pemerintah 
(Lembaran Negc1ra Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 
25, Tarnbaitan Le .. · l)aran Negara Repubhk lncones,a Nomoc. 
4614); 

9. lnstruksi Presider Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan 
Pemberantasan Korupsi : 

10. Peraturan Daernh Kabupaten Pernalang Nornor 2 Tahun 
2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
(RPJM) Daerah Kabupaten Pema lang Tahun 2006 - 2011 
(Lembaran Daerah Kabupaten Pema!ang Tahun 2006 
Nomor 2). 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI OAERAH 
PEM8ERANTASAN KORUPSI (RAD - PK) KABUPATEN 
PEMALANG TAHUN 2007 - 2011 . 

Pasal 1 

Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi (RAD - PK) Kabupaten Pemalang 
Tahun 2007 - 2011 sebagaimana tercan!Lm pada Lampiran I Peraturan ini. 

?o~al2 

Pelaksanaan dan keg atan Rencana Aksi Oaerah 1:,embera,tasan Korupsi (RAD - PK) 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri alas Bidang Pencegahan Tindak Pidana 
Korupsi, Bidang Penindakan Tindak Pi~lana Korupsi dan Bidang Monitoring dan 
Evaluasi Tindak Ptdana Korupsi yang d1laksanakan oleh Satuan Ke~a Perangkat 
Daerah {SKPD) Kabupaten Pemalang da'1 lnstansi vertikal sebagaimana tercantum 
dalam Lampiran II, Lamp1ran Ill dan Lamp1ra n IV Peraturan ini. 

Pasal 3 

(1) Untuk kelancaran pelaksanaan Rencana Aksi Oaerah Pemberantasan Korupsi 
(RAD - PK) seba!:aimana dimaksud rnda Pasal 2, menugasl<an Tim Koord1nasi. 
Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan lnstruksi Preslden Nomor 5 Tahun 2004 
Kabupaten Pemalang untuk memonitor dan mengevaluasr pelaksanaan Rencana 
Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi rRAD - PK} Kabupaten Pemalang Tahun 2007 
- 2011 . 

(2) Ketua Tim Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi sebagairnana d1maksud pada ayat 
(1) menyampaikan laporan hasil kegiata11 setiap semester kepada Bupati Pernalang 
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Pasal 4 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku padc1 ~ETnggal ditelapka n 

Agar setiap orang mengetahuinya, rnerII:JI 11lc1 l1kan pengundar gan Peraturan ini dengan 
penempatannya d<Jla m Serita Daera r, K.:1lu palen J:;)emalang. 

Oiundangkan di Pernalang 
pada tanggal 28 Desember 2007 

RETARI S DAER.6-H 
PATEN PEMALANG ,,, \ 

.. 0 
/ , . 

I - . . 1, \ I. , 4,. 
~ · 
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LAMP,RAN I Pi:;RAT JR.AN BUPATI PEM/\LANG 
NOMOK b:/- '1(1\,u•.1 'Ui~l 
TANGG,A.L '.,:,,1 1,'lc \t\'-"IGt<' 'l-.. ()1-

1 

RENCANA AKSI DAE RAH PC:MBERANT ASAN KO R UPS I 
KAB UPATEN PEMALANG 

TAHUN 2007 · 2011 

I. Pendahuluan 

Korups1 d1 l:ia r:nesia SL d.-111 menjadI fenomencJ yang sangat 

mencernaskan kwena tPl.i'l scrn11<11 ''1eluas dan merambah oa:'la IP.1~1bage 

eksekutif legrs au" :ian yLa1-<at1' K:;• 1,11si :ersebLl te la7 11eniac1 salah satu 

faktor per.ghr1 11·1bat uli:lnia pelaL sanaan pembangu1an d1 l1doP.esia 

Ketidakberhas1lt1n pemer ntah memberamas korups1 iuga semakrn 

melemahkan cilia oemerrntari d inrnta masyarakat da larr 1 pelaksanaan 

pcmerir.tahan yc:ng lercermin do1la111 :Jentuk ke:rdakpercayaan masyarakat, 

ketidakpatuhan ··1;:rsyarakal ter1io,:la :,, t1ukur1, dan bc1 ta·11bahnyn jun1lall 

angka kem1skinan absolut Apab1la u-::.3k ada pc•baikan ycrn!:j bcra1 maka 

kondisr lersebu: nkan sangat me,r:::iahayakan kesatucm dan µersatuari 

bangsa. 

CukLrp banyakny.:1 oeracYan perundang-undangan 111engenaI 

korups, yan£ drb.,at seJak ta,L.n 195?. sebenarnya mernperlira'.kan bcsarnya 

nlat bangsa Indonesia u1,tuk membAr:=intas korupsr hinnga sac;1t 1·11 bc1ik dari 

sisi hL,kurn pidana 'Tlalcr al maL.::H n hukum pidana 'orrnal lhl,-<.1111 acara 

prdana), \Nala,1pun dem kia1, 11w::1h diclapat1 kelemal,an yang dapat 

disa!ahgunakan oleh :ersongka L.n:L.k '"elepaska'1 din oa·r icratctr 11 kum 

Torlep;,~, dan kua 11\it;:is pv1 c:l luran nerL, nda·1g-L ncJa n9 an ya ng 

d1has1lkan, dala·11 pcla-<saraannya 1·1:;trumen norrnaW ternyata bc'urr cL,kup 

untuk meml)era11las ,or.1ps1. Perm<1sa ahan ulr1111a pe1'1bcranlasan korL1psi 

juga berhubu1aa1 e:ral denga1 s1-<a:. :J,n perilak..r Strukt.1r clan srsterr poli:ik 

yang koruc :el~1h r-ielahirkar, a,oati,,·,1,?. dan s1kap yang ::::.?-ide-un;j tolcran 

lerhadap porilakL kor,rpsi Akiba:ry::i ,,istem sosial yar"g terr.i'!l'Ltk. dala'11 

masyarakat te r1, mclal11rkan s l--. ,1~ dan perrlaku yang pcrn·1si' dan 

rnenganggap korupsi set'lagBi suatu 11a: yang wajar dan normal 

Sebagar comoh d b1dar~1 pclayanan publrk b.aya ekstra atau 

pungu;an liar rnr.rup3kan gamoar;:i·1 ~ehar,-hari yang 11111u1r !c.;rl1riat pada 

kantor-kantor pelayana'"I masyara-.:;t Masyarakat dapai rne ,1hat dengan 

kasat mata dan merasakan oraklrk k,:,r .rpsi yang se•nakrn inarak tlan rneluas. 
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Laporan pengaduan pun banyak mengalir dari mc:syarakat. selain itu. korupsi 

juga banyak terjadi pada kegiatan-kegiatan pemerintah yang berhubungan 

dengan penerimaan dan pernbelanjaan uang Negara 

Korupsi selain terkait dengc1n aturan norrnalif yang lemah, sikap 

dan perilaku juga disebabkan karena lemahnya sistem manajemen sumber 

daya manusia dari penyelenggarn pemerintahan rnulai dari sistem 

rekruitmen, karir dan promosi serla penilaian kinerja sampai kepada 

remunerasinya. Cukup banyak contoh birokrasi nepotisme dalam sistem 

rekruitmen, kanr dan promosi pegawai negeri sipil yang merupakan bibil-bibit 

korupsi yang berkembang dalam set ap lini pemerintahan sarpai dengan 

saat ini. 

Penanganan korupsi selama ini menghadapi berbagat hambatan 

serius yang dikelompokkan menjadi 

1. Harnbatan Struktural, yaitu hambatan yang bersu mber dari praktek

praktek penyelenggaraan Negara dan pemerintahan yang membuat 

penanganan tindak pidana korups1 tidak IJerjalan sebagairnana mestinya . 

Yang masuk dalam kelornpok ini diantaranya rneliputi egoisme sektoral 

dan institusional yang menjuus pada pengajuan dana sebanyak

banyaknya untuk sektor dc1n instansinya tanpa memperhatikan 

kebutuhan nasional secara keseluruhan serta berupaya menutup-nulupi 

penyimpangan-penyimpangan yang terdapat disektor dan inslansi yang 

bersangkulan, belum berfungsinya fungsi pengav✓asan secara e'fektif, 

lemahnya koordinas1 antara aparat pengawasan dan aparat penegak 

hukum, serta lemahnya sistern pengendalian intern. 

2. Ha'Tlbatan Kultural, yaitu hamba!an yang bersumber dan i<ebiasaan 

negatif yang berkern bang d1 masyarakat. Yang lermasuk dalam 

~elompok int diantaranya meliput,: masil. adanya sikap sungkan dan 

:oleran diantara aparatur pernerintah yang dapat menghambat 

pcnanganan tindak pidana korups,, kurang terbukanya pimpinan instansi 

sehingga sering terkesan toleran clan melindungi pelaku korups:, campur 

langan ekseku tif, legislatif da,1 yudikatif dalam penanganan tindak 

pidana korupsi, rendahnya komitmen untuk menangani korups1 secara 

\egas dan tuntas, serta sikap masa bodoh sebagian besar masyarakat 

lerhadap upaya pembernntasan korupsi 

3. Hambatan Instrumental, yaitu yang bersumber dari kurangnya rnstrumen 

pendukung dalarn bentuk peraturan perundang-undangan yang membua1 

penanganan tindak p1dana korupsi tidak berjalan sebagaimana mestinya 
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4. Hambatan Manajemen. yaitu hambalan yang bersumber dari 

diabaikannya atau Udak diterapkannya prinsip-prinsip manajemen yang 

baik yang rnernbuat penanganan tindak pidana korupsi tidak berjalan 

sebagaimana mestinya. 

Permasalahan yang juga mengemuka dari permasalahan korupsi 

adalah masit1 lemahnya slstem pengawasan terhadap lernbaga penegak 

hukum. Masyarakat telah sernakin skeptis dan curiga dengan pengawasan 

internal yang dilakukan oleh masln;i-masing lembaga penegak hukum, 

bahkan seringkali dituduh sebagai ternpat melindungi aparat yang bersalah. 

·walaupun pengawasan eksterna l saat ini telah semakin :ntensit dilakukan 

oleh masyarakat, namun rnasih menjadi kendala berup2 keterbatasan 

masyarakat untuk mernperoleh akses inforrnasi terhadap proses penanganan 

perkara korupsi rnaupun pulusan tc rhadap perkara korupsi. Hal inl menjadi 

tuntutan utama, khususnya dari kelompok masyarakat yang menaruh 

perhatian pada masalah korupsi, 

Pada hakekatnya Penierintah Kabupaten Pemalang berkomitmen dan 

mendukung penuh terhadap kebijakan pemerintah dalam upaya 

pemberantasan korupsi. Dukungan Kabupaten Pemalang terhadap upaya 

percepatan pemberantasan korupsr lebih lanjut dituangkan dalam Rencana 

Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi I.RAD - PK) Tahun 2007 - 201 1 yang 

mengacu pada Rencana Pembangunan Jangk.a Menengah ( RPJM ) Daerah 

Kabupaten Pemalang Tahun 2006-2011, Rencana Kerja Pemerintah Daerah 

Kabupaten Pemalang Tahun 2008 serta Rencana Aksi Nasional 

Pemberantasan Korupsi (RAN - PK). 

Pelaksanaan lnpres Nomor 5 Tahun 2004, menginstru:-<sikan, kepada 

para Gubernur serta para Bupati dan Walikota dalam rangka percepatan 

pemberantasan korupsf. untuk meningkatkar't kualitas pelayanan kepada 

publik baik dalam bentuk jasa ataupun perijinan mela lu i transparansi dan 

standar peluyanan minimum . yang meliputi persyaratan-persyaratan , 

kemudahan/kesederhanaan dan kepastian target waktu penyelesaian, serta 

tarif biaya yang harus dibayar oleh masyarakat untuk mendapatkan 

pelayanan tersebut sesuai i:eraturan perundang-undangan dan 

menghapuskan pungutan-pungutan liar. 

Peningkatan kualitas pefnyanan kepada publik seperti yang 

diinstruksikan dalam lnpres Nomor S Tahun 2004 tersebul telah sejalan 

dengan yang diamanatkan clalam Peraturan Daerah Kabup2.ten Pernalang 

Nomor 2 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

(RPJM) Daerah Kabupaten Pemalang tahun 2006 - 201 i , pada sasaran 
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ketiga RPJMD yaitu meningkatnya pelayanan infrastruktur kepada 

masyarakat melalui peningkatan kualitas dan kuamitas sarana dan 

prasarana pelayanan publik serta kelembagaan pelayanan investasi dan 

kerja sama antar daerah guna percepatan pertumbuhan ekonomi daerah 

salah satunya dengan rne1ingkatnya kualitas pelayanan perijinan. dan 

sasaran ke:ujuh yaitu peningkatan investasi dan pemberdayaan sumber daya 

alam yrn1g salali satu caranya dengan meningkatkan penyede.rhanaan 

prosedur perii inan. prosedur pelayara1 retribusidan pajak daerah 

Berkaitan dengan peningkatan kualitas pelayanan publik sebagai 

upaya percepatan pemberantasan korupsi, RAD - PK KabJi:;a;en Femglang 

Tahun 2007 - 2011 diarahkan pada 1) Bidang Pencegahan T1nt.lak Pidana 

Korupsi dengan kegiatan a) . Penyempurnaan Sistern Pelayanan Publik 

dengan hasil yang diharapkan adala1 kejelasan dan kemudahan pelayanan 

kepada masyarakat dalam waktu. t iaya dan persyaratan . b) Pengelolaan 

Laporan Harta KeKayaan Penyelenggaraan Negara dengan hasil yang 

dlharapkan peningkatan jumlah Pejabat/PeJabat Negara WaJ1b Lapar; c) 

Peningkatan Efektifitas Pengawasan Penyelenggaraan Pemerinlahan 

Daerah, Pembinaan Aparalur dan Penanganan Pengaduan Masyarakat 

dengan hasil yang diharapkan adalah perbaikan kinerja perangkat daerah; 2) 

Bldang Penindokan Tindak Pidana Korupsi rnelalui kegiatan dukungan 

terhadap upaya-upaya penindakan :i:idak pidana korupsi dengan hasil yang 

diharapkan adalah peningkatan kelanc:aran penanganan kasus oleh Aparat 

Penegak Hukum serta jurnlah Peraturan Daerah yang direvisi, serta 3) 

Bidang Monitoring dan Evaluasi ml:llalui kcgiaten Monitoring, Evalu,;.:;j dan 

Pelaporan dengan hasil yang diharapkan antara lair peningkatan 

kepercayaan rnasyarakat lerhadap kosungguhan dan komitmcn Pemerinlah 

Daerah dafam memberantas korups, serta 'tnemperjelas langkah-langkah 

Pemerintah Daerah terhadap .~omitmen pemberantasan korups, 

11. Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi Kabupaten Pernalang 

2007 - 2011 

Penanganan Korupsi sebagai suatu permasalahan sistemik, 

memerlukan pendekatan penanganan secara sistematis, ya1tu melalui 

langkah-langkah pencegahan dan penindakan. Untuk memastikan 

dilaksanakannya langkah-langkah baik pencegahan maupu1 penindakan 

serta untuk memberikan hasil yang konkrit kepada rnasya,akat sebagai 

upaya mengembalikan keper:ayaan lerhadap hukum dan penyelenggara 

4 
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negara scrta pemahaman mengenai anti korupsi kepada masyarakat, 

dilakukan sistem monitoring dan evaluasi, pemantauan intern . 

1. Rencana Pcncegahan Tindak Pidana Korupsi 

Langkah pence9ahan dalam Rencana Aksi Daerah 

Pemberantasan Korupsi Kabupalen Pemalang Tahun 2007 - 2011 

diartikan dengan berbagai langkah dan upaya yang dilakukan melalui 

antara lain perbaikan dan penyempurnaan instrumen kerangka aturan, 

kebiJakan, proses dan prosedur, sumber daya manusia, budaya serta , 

pelibc'.ltan masyarakat untuk mendeteksi maupun mencegah terjadinya 

tindak pidana korupsi. 

Langkah pencegahan dilakukan pada bid a ng-bidang 

pembangunan yang strategis dan rawan IP.rhadap terjadinya 

penyimpangan, baik dalam bentuk kolusi, korupsI dan nepotisme. 

Pencegahan korupsi perlu dilakukan secara sistem1k dan komprehens1f, 

multi-bidang, namun letap dengun urutan prioritas kare'la terbatasnya 

kemampuan pemerintah daerah dan masyarakat. Secara ideal, langkah 

pencegah,.in tindak pidana koru;:: :;i seharusnya diterapka'l pada seluruh 

pilar-pila r integritas negara, t aik Eksekutif, Yudikatif dai Leg1slati f. 

Namun, dengan terbatasnya sumber daya saat ini, begitu banyak yang 

harus dilakukan oleh baik masyarakat maupLm pemerinta1 daerah untuk 

memperbaiki dan rnemperbaharui keadaan di daeral1 setelah lerjadinya 

krisis multi dimensi dan bencana yang terjad1 akhlr-akhir ini 

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka langkah-langkah 

pencegahan dalam Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi 
~ 

Kabupaten Pemalang Tahun 2007 - 2011 adalah sebagai ben,<ut: 

a. Penetapan Pejabat/Penyelenggara Negara yang 1Najib LHKPN 

dilingkungan Pemerintah Kabt..paten Pemalang 

b. Penetapan Kinerja 

c. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 

d. Penetapan Program dan Wilayah Bebas Korupsi 

c. Pelaksanaan Kepres nomo• 80 tahun 2003 

f. Penetapan Kesederhanaan H1dup 

g. Dukungan Kepada Aparat Penegak Hukum terhadap Upaya 

Penindakan Korupsi: 

h. Peningkatan pengawasan dan pembinaan aparatur 

i. Penerapan prinsip-prinsip tata kepemerintahan yang baik 

5 
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dillngkungan Pemerintah Oaerah Kabupaten Pemalang, 

J. Peningkatan pelayanan Publlk dan meniadakan pungutan liar dalam 

pelaksanaannya. 

2. Rcncana Penindakan Tindakan Korupsi 

Penindakan tindakan ko·upsi diartikan sebagaI pengenaan 

sanksi/t,ukuman atas segala bentuk penyImpangan terhadap 

norma/nilai/ketentuan/peraturan perundang-undangan yang 

mengakibatkan kerugian kcuangan negara. Langkah penindakan 

diprioritaskan pada percepatan penegakan dan kepast,an hukum dafam 

penanganan perkara korupsi yang besar dan menarik perhatian 

masyarakat dan pengembalian hasil korupsi kepada negara. 

Langkah-langkah prioritas ditujukan pada dukungan lerhadap 

upaya-upaya penindakan tindak ;:,1dana korupsi, yang meliputi : 

(a) Penerbi tan lzin Pemeriksaan o!eh Aparat Penegak Hu~um. 

(b) Pengawasan Represif 1erhadap Produk Hukum re•nerinta 

Kabupalen Pemalang. 

3. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah 

Pemberantasan Korupsi 

Pencegahan dan penindakan tindak p,dana korupsi yang 

dilakLkan selama ini terkesan beium efektif,optimal dan bahkan berjalan 

lamban. Kondisi semacam ini sering menimbulkan kekecewaan 

masyarakat yang di apresiasikan melalui berbaga, kritik dalam mass 

media, forum seminar / lokakarya, bahkan unjuk rasa dari elemen 
~ 

masyarakat. Apabila kondisi ters8but dibiarkan terus. maka bukannya 

tidak mungkin pada titik kritis tertentu akan mernunculkan ledakan 

ketidakpuasan bahkan ketidakpercayaan rnasyarakat terhadap 

pemerintah dalam penanganan tindak pidana korupsi. Unluk itu 

berbaga, langkah pencegahan can penindakan pelaku tindak pidana 

korupsi perlu dilakukan monitoring dan evaluasi dengan longkah

langkah yang sistematik dan berkelanjutan. Dalam monitoring dan 

evaluasi, selain adanya fungsi pengawasan dari lembaga pemerinlah 

juga sangat diperlukan pengawasan yang bersifat eksternal dari elemen 

masyarakat yang disertai perlindungan terhadap masyarakat ,tu sendiri, 

dalam bentuk : (a) Hak mencarr informasi adanya dugaan korupsi: 

(b) Hak untuk memperoleh pelaynnan dalam mencari dan membenkan 

6 
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informasi serta adanya dugaan korupsi kepada aparat penegak hukum; 

(c) Hak unlu-< memperoleh jawaban atas pertanyaan yang diajukan 

kepada aparat penegak hukum; dan (d). Hak untuk memperoleh 

perlindungan hukum alas penyampaian informasi. Untuk 1tu diperlukan 

pedoman mo1itoring dan evaluasi yang dipergunakan sebagai acuan 

bagi semua unit kerja baik di pusat dan daerah yang memiliki 

wewenang dan tanggung jawab dalam pelaksanaan kegialan monitoring 

dan evaluas1, dengan tujuan : (a) Menjamin pencaparan sasaran yang 

diletapkan: (::>) Memberikan informasi akurat dalam deteksi dini 

(c) Memperta.am pengambilan keputusan; (d) Penyelesa1an kendala 

yang dihadapi; (e) Meningkalkan efisiensi dan efektivitas· serta 

(f) Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. 

Dengan mengacu pedoman di atas, kegiatan monitoring dan 

evaluasi dapat dilaksanakan tepat waktu dan dapat 

dipertang9ungjawabkan serta akan menjadi satu dokumen yang t1idup 

(living document) yang dapat selalu diperbaharui sesua, dengan 

kebulullan yang telah teridenlilikasi dalam rangka pemberantasan tindak 

pfdana korupsi. 

3.1 . Monitoring 

Monitoring dilakukan dalam rangka mengumpulkan 

informasi/dala tentang pelaksanaan RAD - PK (Pencegahan dan 

Penindakan) beserta hambatannya yang dilakwkan keg inlan : 

a. Kunjungan Kerja (Site Visit) 

Penanggung jawab kegiatan melakukan kuniungan kerJa 

dalam jangka wnkl >J tertentu. Kunjungan kerja t,arus 

r"!'lemfokuskan untuk men{fapatkan masukan tentang 

pelaksanaan kegiatan, paling tidak dua kali setahun. 

b. Rapat Koordinasi 

Tujuan pertemuan untuk melibatkan pihak terkait dalam 

penyampaian masalah dengan pelaksanaan kegiatan. 

Perlemuan dilakukan pada ternpat yang berbeda dengan 

frekuensi yang beragc=:m dan harus dilakukan secara teratur. 

c. Penerimaan Pengaduan Masyarakat 

Penerimaan pengaduan masyarakat terkait dengan 

pelaksanaan RAD - PK dan dugaan tipikor sebagai salah 

satu upaya pengump11lan informasi/data. 

, 
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3.2. Evaluasi 

Evaluasi dilaksanakan, rnelalui langkah-langkah 

(1) identifikasi tujuan evaluasi ; (2) menentukan lingkup evaluasi : 

(3) menyusun agenda analfsis ; (4) rnenentukan tingkat 

pencapaian baku/norrnal (benchmarking); (5) mengumpulkan 

lnformasi yang tersedia ; (6) menyusun simpulan hasil evaluasi 

dan rekomendasi. 

3.3 Pelaporan 

3.3.1 Pada dasarnyc1 pelaporan terus dilakukan secara 

berjenjang da n teratur/periodik. 

Tata cara pelaporan dapat dilihat berikut ini: 

BAGAN MEKANISME PELAPORAN PENGADUAN MASYARAKAT 

-- ---- -+ _., ___ _ ► 

----

i\parat 
Pt::11g;m :t5;,tn 

Pelaporan pen9aduan masyarakat 
Laporan isi pengaduan masyarakat 
Penanganan 
Laporan hasil penanganan 

8 
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NO 

1. 

2. 

3. 

Mekanisme pelaksanaan pelap::iran hasil monitoring & evaluasi dapat 

dilihal berikul ini : 

Mekanisme Pelaporan Monitori ng Evaluasi. Pelaksana_an RAO - PK 

PELAPOR 

Unit Kerja 
terkait 
pelaksanaan 
RAD - PK 

Bupati 

Masyarakal 

PENERIMA 

1. 
2. 

3. 

LAPORAN 

Bupati 

Presiden 

Gubernur; 
Bupati/-
Walikota; 
Kepala 
Sadan/Din 
as/Kantor 
& BagIan 
Kab· 

' 
Sadan 
Pengawas 
Daerah. 

·-TE-M-BU- SA- N- -P-ER- IO_D_ E I V1/AKTU 
PELAPOR PENYAMPAIAN 

1.Banwas 

~ 
Kab. 
Pemalang 
.Bappeda 
Kab. 

~ 
Pemalang 

KPK; 
. Mendagri: 

3. Menpan; 
Gubernur; 
lnstansi 
Penegak 
Hukum. 

Scsuai 
dengan 
kepentihgan 
m;;.syarakat 

AN 
Triwulan Pal.ng lambat 2 

minggu setelah 
berakhirnya Tri 
wulan bersang-
kutan , 

Semester I Paling lambat 4 
mmggu setelah 
berakhirnya Tri 

I wulan bersang-
kutan 

lnsidentil +--

Ill . Penutup 

1. Mengtngal pemberantasan korupsI mempunyai pola yang berubah-ubah 

sesual konteks waktu dan tempat terjadinya, maka 1ssu prioritas dan keg1atan 

yang tercantum dalam Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi 

Kabupaten Pemalang 2007 - 2011 akan dises:iaikan dengan kebutuhan dan 

pr'oritas masing-masing pelaku pelaksana dalam Rencana Aksi Daerah 

Pemberantasan Korupsi 2007 - 2011. 

2. Guna tercapainya Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi 2007 - 2011, 

dibutuhkan status lingkungan yang kondus,f dengan visi dan komitrnen 

pimpinan, pengadaan surnber oaya yang mernadai dengan penerapan 

strategi, perencanaan dan pendekalan yang terdiri dari tindakan pencegahan 

dan tindakan penindakan serta Mon toring dan Evaluasi pelaksanaan Rencana 

Aksi Oaerah Pemberantasan Korupsi 2007 - 2011. 

9 
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3. Upaya pemberantasan kowpsi mernerlukan proses dan waktu tidak singkat, 

sumber daya yang memadai serta partis1pasi seluruh komponen bangsa. 

Untuk ilu, pelaksanaan semua rencana tindak dalam Rencana Aksi Daerah ini, 

pemantauan dan evaluasinya perlu melibatkan semua pihak. termasuk pihak 

eksekutif, legrslatif, yudikatif, swasta, pers, partai politik, organisasi 

kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat. 

10 
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FORMULIR PELAPORAN DAN JADWAL WAKTU PELAPORAN PELAKSANAAN 
RAD - PK DI KABUPATEN PEMALANG 

TAHUN .. .. ...... . .... .. 
PERIODE LAPORAN TRIWULAN ..... .. .. TAHUN ............ . 

INST ANSI : ..... ... •,,c.• •c..;_· ·..,.;· .-'--•• _ •• _. -----.~ 

lndikator Kiner"a - - I 

No Issue/Sub Issue Kegiatan 

1 2 3 

Naras1 Satuan Satuan 
lndikator lndikator lndikator 

Rencana Realisas, 

4 
- -·---!-

5 6 --=----1---

Keterangan 
Ringkasan 
Pencapaian 

lndikator 
Kinerja 71 

Pemalang ............... . 
lnstansi 

(. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ) 
Keterangan : 
1. Laporan dibuat per triwulan; 
2. Periode laporan diisi dengan bulan saat laporan dibuat; 
3. Kolom (1) diisi dengan nomor urut; 
4. Kolom (2), (3) dan (4) diisi matriks RAD-PK tahun 2007 - 201 1, 
5. Kolom (5) diisi dengan indikator kinerja yan!:j dikuantitatifkan dalam satuan 

indikator kine1 ja; 
6. Kolom (6) diisi dengan pencapaian realisasi pelaksanaan rencana: 
7. Kolom (7) diisi dengan keterangan ringkas terftang hambalan, kendala dalam 

pelaksanaan dan alau keterangan lain yang dihadapi dalam masa pelaksanaan 
periode laporan, serta saran l1ndak lanjut 

l l 
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----0 . 
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LAMPIKAN 11 :PERATURAN BUPATI PEMALANG 
NOMOR bf To.\,,.w, U o'f . 

I ANGGAL j.S \7e>'fM~~r i t>ut 

RENCANA AKSl DAERAH PEMBERANTASAN KORUPSI (RAD - PK) Kt..BUPATEN PEMALANG 
BIDANG PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI 

TAHUN 2007-2011 

NO I l 'KOGl1AIV / KFGIATAN ! -- INUIKATOR- -

~ K[LL/,RAN/HASIL 
WAKTU-] - PFI Ai<SAN.t1 

+--
f'HOGRAr,1 f-'Jivt ::,t:,,1dlAVA.A.t~ -K.=Tl~h•\ '~GAr~

1 
TER~II _ _ ! ___ _ 

2 

I rrogram : Penyernpurnaan Sis tem KeLl,!ara!_L --- --- - - - - - -
Pelayanan Publlk 1 Terbenluk.11yc1 OSS 

: Peng11a'.a'1 kcl,::•nuag;:ian O!:>S. 
Keg i atan : I Sos1a11sas1, p0:nasa•1y:;1n caltno 

I Fas1htasI Peluyanan Mas·y;:ir.:1kal penynharan leaflel 
ll'elah, Penyelenggc1ra;i-i PelayaPan 
Sa:1, rht1.. (Onr• Step Se·v.cer,J I H;;s •I · 

_.'.'.J.,·1y,: 

rn~n.:::19.:::r :i 
efekhf 

r\t:1~I I IUd~tlP!rl \i,1t ·ti 

cm:.CS peri)ll1dll Yl'll'!J 

I 
2 01ketal1uinya infor_masi keberndaan 

OSS kepada 111asymakal 

Sn 1l I :;>OO/ Unt Pelayanan 
Tahur 2007 l'e11_ 'l,l, r::in hvcs:as 

I 

1 
-- -- --j - ---

P1:w1ngkatan f'elay;;rnan Ar Bers1'1 I Kelua-a11 
I rn Inch1ng µel.Jyanan rekernng 

1 I intern{' 
via I Semester 

2007 
,.1 r DAM K,ih Perna ang 

I __ _ 

I i,=,$1, 

I A:;:my;:; tra"ISca1 s1 
pelay;;·1Jr 'ekner 1g 

I hcrs1i' rCAl,1 

I 

1 

I 

dan erei...tivi,as I 
pr-layaran ;m 

AP[!O K-:;t) I 
1>e-i-a~o,:~ 

r-
AP Rfl ,(3b 
:l(;'''J';-r''\{; 

l 
_1 __.J 
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0. 
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NO 

3 

PROGRAM/ KEGIATAN 

Fasil,tasi Pelayanan Per:1Inan 
Pcrtanahan 

~ I Penyernpurnaan Pelaksanaan 
Pengadaan Barang dan Jasa 

Program: 
Kesederhanaan Hldup 

I 1 Penghemalan pemakaian 1istrik di 
setiap Saluan Kerja Perangkat 
Dacrah 

INDIKATOR 
KELUARAN/HASI L 

Keluaran 
T ef\vuJudryn nri Mann1emcn 
Per1anahan Berbas1s Masyarakat 

.-\asil 
Men,ngk.atkan transoaras, dan eftsiensi 
pe:mb\:nt;in scruf,kat tar1ah d1 pedesaan 

I ,<eluaran . 

WAKTU 

Semeste, 
?008 

·1. Penyampa,an 1nformas1 I Tahun 2008 
pcngadaan barang dan 1asa 
melalui media rnasa 

2 Mekanlsme pengadaan jasa 
konsultasi yang transparan 

11,i~il 
/,lc ··11n4kal~cs1, ,ran~p;,,, as; dan d 1s1cnsi I pclaKsanann Pcnsadaan bcirang dan 
Jasa 

' 
Keluaran 

I Eftsier.s, beban pengeluaran untuk 
pcmak.:ii.:in I,ctnk d, cct,op Sotuan Kerja 
Perangkat Daerah 

Hasil -
EJ1s1ensl Belanja / Pengeluaran terkait 
dengan Anggaran Pendapatan dan 
8elan1a Daer.:ih (APBD) 

I 

2007 · 2011 

PELAKSANA PROGRAM PJM 
- - - - - t---..:...;TERKAIT 

,<anrnr Pertarahari 
Kab Perralang, R;ig 
Pcmerintahan 

Bappeda, 
Pengendahan 
Pembangunan 

Bag, 

·~ 

Bagian Organisasl 
Getda Kabupah:m 
Pernalang 

PEMRIAYAAN I KETERANGAN I 
APGD Kab. I 
Pernalang 

APBD Kab. 
Pemat,mg 

' 

J___ 
APBD Kab. 
PemaIang 

I 
2 
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NO 

2 

3 

1 

PROGRAM/ KEGI/\TAN 

Penghematan pemakaian telepon di 
setiap Satuan Kerja Perangk.3t 
Daerall 

Penghematan pemaka1an 88M d1 
setiap Satuan Kerja Perangkat 
Daerah 

Program: 
Peningkatan Pengawasan dan 
Pembinaan Aparatur 
Pemerikasaan kasus pengaduan 
rnasyaraka l alas dug~~",n .1<orups1 

Keiuar.an : 

INDIKATOR 
KELUARAN/HASIL 

WAKTU 

EfJsiensi beban pengeiu;;ran untuk I ?007 - 201 1 
pemaka1an telepon d1 set1ap Saluan I 
Kerja Perangkal Daer;:ih 

I 
Hasil . 
Efis.iensi Belanja / Pengeluaran terkait 
dengan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah (APBD) 

Keluaran: 
Efisiensi beban pengeluaran untuk 2007 - 201 1 
pernakaian BBM di settap Saluan Kerja 
Perangkat Daerah 

lli~ 
Efis1ensi Belar:11.a / Pengeluaran te,ka1l 
dengan Anggaran Penciapatan dan 
Belania Daerah (APBD) 

Keluaran : 
Pena no;in;:;n f')P.ngart 11 ;:m m;::i!'\yarnka t 2007 - 2011 
alas dugaan kbrupsi 

Hasil . 
Tindak lanjul dan penyelesaian kasus 
pengaduan masyarakat atas dugaan 
korupsi 

PELAKS/\NA 

8agian 
Setda 
Pemalang 

Bagian 
Setda 
Pemalang 

Bagian 
Setda 
Pemalang 

Organisasi 
Kabupaten 

" 
Organisasi 
Kabupaten 

0,ganisasi 
Kabupalen 

PROGRAM PJM 
TERKAIT 

PEMBIAYAAN I KETERANGAN . 

APBD Kao 
Pemalang 

APBD Kab. 
Pema!ang 

t ,PBD K<1b. 
remalang 

I I 

I I 
I 

I 

' ; 

I 

n 
.) 
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PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR 
- ----,-- - - - -.:....,...,-- _ KELUARAN/HASl l 

Rakor Pengendal1an Operasional dan - ---Keluaran : 
Kegialan (Daloplan) khususnya 
pengadaan barang dan 1asa 

I 

Pengendalian Operas1onal c.Jan 
Kag1atan (Daloptan) pelaksanaan 
pengadaan barang dan Jasa yang 
d1lakukan SKPD di Kab Pemalang 

ljas1I : 
Evaluasi dan Tindak lanjut Rakor 
Pengendallan Operas Iona I dan 
Kegiatan ( Dalopt<1n ) pengadaan 
barang· dan jasa yang dilakukan SKPD 

- - --- - - ------1--=d::..cl Kab. Pemalan 
Program : 
Penerapan prinsip·prinsrp Tata 
Kpepemerintahan Yang Baik d i 

1 Lingkungan Pcmerintah Daerah 
• I ra:i.:;:Jpnru:i~i. Pz:-t1s.p2:!r d.:?r 

• .:..r\ur 1tabil1i-a::i I ;;& t<.1: pC:TTh::::iritt.;han J i 
Llngkungan Pemenntah Daeran 

I r(e•'Jt.:!f3rt 

• 1. f,ro3e3 r:;nyus:Jr:~in. ~el~ks3:1~;:{-i 
dan pertanggungJawaoan APtllJ 

2. Penyusunan LKPD dan LKPJ 

lfasll . 
1ransparansi, Po1rtlsipatif dan 
Akuntabilitas APBD, LKPD dan LKPJ di 
Lingkungan Pernerintah IJaerah 

WAKTU 

2007 - 2011 

--~~·· "" 11 I .... 1.1-., .. - / II 

PELAKSANA 

Bagian oenyendallan 
Pembangunan S.etda 
Kabupaten Pemal<1ng 

Rapn,,ria, i:3PKD, , 
B~;:a:1 O:g::?ntsasr dori 
Bag,an Pemerrntahan 
Setda Kabupaten 
Pemarang 

; , ,, 
tf 
~ f 

'< 

PROGRAM PJll,l I PFMRIAYAAN I KFTFRANGAN 
TERKAIT 

/IPBD Kab 
Pemalang 

,t..?BD Kau. ; 
Pcmnl,ir.g 

Tl PEMALANG, 

I 
,, 

~ ' ,,, :,, r. MACHROES 
', . ~,., ~ \. \ " :, 

..... ~ _:_~/# 
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LAMPIRAN Ill : PERATUR/\N BUPATI PEMALANG 
NOMOR 0,- '\Cl\,11~, '1,(x)T · _ 
TANGGAL ~ 12,c>tM'oc, ~ 

RENCANA AKSI DAERAH PEMBERANTASAN KORUPSI (RAD - PK) KABUPATEN PEMALANG 
BIDANG PENINDAKAN TINDAK PIDANA KORUPSI 

T AHUN 2007-2011 

- - ~ r 

I 
PROGRAW<tGIAT!.N IN:>IKATOR 

Ki:LUARAN/hASII 
- - I - liifAKTU f Pl:L,:,KS.-:.NA F~OGP.AM 

f-'JM rFf,KAIT 
~c.Mi3!AYAAN Kr TFRAt-.-.:Ai'! 

-- -- 1- ---1 --+-- ----------11-

I i 
I 

2 

I 

Program : 
Dukungan Terhadap I cmbaga 
Pcnegak Hukum 

Keluaran MendukuniJ peneg;iken hu><t1rr · 1.falam 
p1:111ndak;in pelaku T,µi .._o, -,-Mr.,:iro•k.an pekiku T1r1kor kepada penegak rukurr I Sr-it I 2007 

:! M,,nd1,,1.ng !;"" ap orosi::::. ~.eg1r11an yang t,1;:rkmtc1n fah1.n 7:107 

I 8TNi'IGdi'l 

d1•1·aar os:,nan~'1'.1;JO T1p1kor 

,~-r I . ·••-• 
11 Lanc;:irry., oroses hukum ternaoap para pelaku 

I rp 1r<O• I 
I 2 Mr.ninnkatnya )<.1:perc;iyac1n n1asya,akat tr.rhactap 

apa,• .JI.Jr rr.mcrir,tah <1a 11 pnra p0-ieqak fiuku,n 

Meninokatkan ko:i•dir,as, oan I Kcfuaran -- --- ---- -- -fscr-iesler 
oe1sar1;:i;:in persps1 ::imar lcmbaga I □,bcn tuk 'l ya forum koord1rasl anwra lembaga I 200/l 
pemen,,.sa 1p·e·na1 03'1 eks:"rna µtr,-enk:.;a dengan t)eneg11k 'l11K11m 
dc-igar le-i1baga oer~ga<. h1.<.u n I ~ "J a~a-<2·1 :;e•·vr"ua1an :icrst::s1 ;~t, 1~ 

,r,-::ngeie;. i 1ff-a11 l1;1s1I rcmenksa.-111 se::mg;11 
d::k,.m·,:11 le;:iai 

l , j Saw:::is_d_;i _ _ 

I 8appr:da 

_ _L 

I 

_] J_ _j_ _ 

I 
APBD Ka::i I 
reniabilg 

I 
APl3!J Kab 
Pemalany 

I 
_J_ 

--i 

-1 

_J 
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PROGRAMIKEGIATAN INDIKATOR WAKTU 

KELUARAN/HASI L 
Hilsil • 
Berjalannya tindak lanJul temuan hasll pemenKsaan dan 
nengawasan secara hukurn oeng·an lancar 

I -

PELAKSANA PROGRAM 

. ~ --,.-;1:··;..:-
(, . 

,l .. , 
( 
f 
\ * 

~' 

PJM TERKAIT 

~-.. - -----

~ 

... ~.--~ - --

PEMBIAYAAN KET ERAN GAN 

' ' _ I 
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LAf1APIRAN IV Pl::RATURAN OUPATI PEMAU,NG 
NOMOR ~t '\/\\\\1.,..'\ 'Llmr · 

TANGGAL '1-~ '{2-q,c\"l\b.tf 2-{4-

RENCANA AKSI DAERAH PEMBERANTASAN KORUPSI (RAD - PK) KABUPATEN PEMALANG 
Bl DANG MONITORING DAN EVALUASI TINDAK PIDANA KORUPSI 

TAHUN 2007-2011 

I NO SUB ISU 

1~•0NITORING i 
rembentuk,m r rr Monitoring 

INUIKATOR 
KCLU/\RAN/HASIL 

WAKTU I P!:LAKSANA l PROGRAM 1· ?CMRIAYAAN 

1 

-<El CRI\NGAN 1 
PJM 

r ERK/ill:_ __ . _ J 

I 

I 

-=--1 - l -- -- --· 
Tim Monev 

n Mengh1mpun calon anggot t.rr
b Menyelenggn-;ik;in seleks1 
c Menetap><an T,rn Mnr11tu1,ng 

Keluara11 Smt 112007 
;i D1peroleh data calon anggota 
b D µerolch pr.rsonII an!)gota 
r .'\e::i.::t.;::,,an Bup;.i l 

Hasli 
D1ccrolchnva m'ormas, can has1I nor.r,v _ ____ 4-__ 

PengumpL;la11 1nform;-i;,1 ten,anq p;::>::,.:s ~ l Se<,ap '""'" 1 l•m Mu"~' - -
h11kllm Kelll,ili.m . 
a. Mengunipulkan 1nfcrmasI tenta·,g c:at;i a [.).1perolei1 calc1 tent,mg iumlah kasus yang 

peny1dikan l1<!11 penyi'lui1kan d1 :mgkat disidil< I 
kepohs1an b 01ketahuinya ::>eny1d,,<an dan per>yelidika,1 

iJ MengtJmpulkan •nfo0n,a51 tt:·1t;.wg n;i;a c. l.)ata te111an;i 1uml;;h kas1.,s yang d1tenrna dan I 
penyid11\.:lll u;.rn :::enycllr.!1kan di t,11;;~al I kcpcl1s1an I 
ke,aksaan u. Dum yang dapat d1aJukan ke peny•dan~an 

e. HambalaP-hc1111bnl,in 

H_asil . 
Adan ya 1nformasl pe1 kemb,rngan penanganan 
kasus kor1Jps1 sebagai bahan monev 

LI __ _ l 

-1- J_ I 

/\1-'tlD Ket>. I Pema!an9 

1 APtlD 
Pema!ano 

K;.J~ 

I 

I 
I 

I 

J 
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